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I. PENDAI{ULUAN
Sistem waris merupakan salah satu
cara adanya perpindahan kepemiliian,
yaitu berpindihnya hana benda dan hak-
hak material dari pihak yang mewariskan
(mwwrrits), setelah yang bersangkutan
wafat kepada para penerima warisan
(h,arctsah) dcngan jalan pergantian yang
didasarkan pada hukum syara'. Te4adinya
proses pewarisan ini, tentu setelah
memenuhi hak-hak terkait dengan harta
penmggalan si pewaris. Orang-orang Arab
di masa jahiliyah telah mengenal sistem
waris sebagai s€bab berpindahnya kepe-
milikan, yang dapat dilakukarurya ber-
dasarkan dua sebab atau alasan, yakni
garis k€turunan atau nasab dan sebab atau
alasan tertentu, yaitu :
l. Berdasarkan garis keturunan atau
kekenbatwr (qarabah).
Adalah warisan yang dituun-
kan kepada anak lelaki yang dewasa
yang ditandai dengan kemampuan
menunggang kuda, bertempur dan
meraih harta mmpasan perang.
Apabila anak lelaki tidak ditemukan,
mereka memberikan kepada ahli waris
yang memiliki hubungan kekerabatan
terdekat, seperti saudara lakilaki,
paman, da{ lainnya. Persyaratan
diatas mempunyai motivasi untuk
inenyisiblan anak-anak yang belum
dewasa dan kaum perempuan dari
menerima pusaka. Kaum perempuan
karena fisiknya yang lemah dan tidak
memungkinkan untuk memanggul
senjata dan bergulat di medan laga
seta jiwanya yang lemah disisihkan
dari menerima pusaka. Dengan demi-
kian maka semua ahli waris terdiri
dari kaum laki-laki.
Muhammad Yusuf Musa me-
ngutip pendapat Jawwad yang menga-
takan bahwa :
Riwayafriwayat yang menerang-
kan pusaka orang perempuan dan 2.
istd masyarakat jahiliyah itu
bertentangan satu sama lain.
Tetapi dad kebanyakan dwayat-
riwayat tenebut menjelaskan bah-
wa mereka tidak dapat mempusa-
kai sama sekali. Namun, ada juga
beberapa riwayat yang dapat
difahamkan bahwa orang-orang
perempuan dan istri-istri itu dapat
mempusakai harta peninggalan
kerabatnya dan suaminya dan
tradisi yang melarang kaum
wanita mempusakai harta pening-
galan ahli warisnya tidak merata
pada seluruh kabilah, tetapi hanya
khusus pada beberapa kabilatq
terutama banyak dilakukan orang-
orang hijaz saja. Seterusnya
beliau juga menerangkan suatu
dwayat yang menerangkan bahwa
orang yang pertama-taoa mem-
berikan pusaka kepada anak-anak
perempuan jahiliyah ialah Dzul-
Ghunm bin Habib. Ia mempusa-
kakan harta peninggalannya ke-
pada anak-anaknya, baik laki-laki
maupun perempuan. Untuk yang
laki-laki diberi dua kali lipat
bagian anak perempuan. Disam-
ping itu beliau juga menerangkan
bahwa seomng anak yang di-
adopsi oleh seseorang berstatus
sebagai anak kandungnya sendiri
dan anak dilua.r perkawinan (anak
zina)-pun dinasabkan kepada
ayah mereka sehingga mereka
mempunyai llak mempusakai
penuh. (Muhammad Yusuf Mus4
At-Tirkah wal-Mirats Jil'I-Islam,
Darul-Ma'rifah, Kairo, TT., hlm.
Sebab atau alasan teftentu
a. Berdasarkan Janji setia
Sebagai akibat dari ikatan
perjanjian bila salah seorang
meninggal dunia, pihak lain ber-
hak mempusakai harta pening-
galan yang mendahuluinya se-
banyak 1/6. Sisa harta setelah
dikurang l/6 dibagibagikan ke-
pada ahli waris orang yang
meninggal.
Mengenai hal ini juga
dibenarkan oleh Al-Qur'an ber-
dasar kan tuman Allah pada Q.S.
An-Nisa ayat 33,yang artinya
:"Bagi setiap hafia peninggalan
yang ditinggalkan oleh kedua
orang tua dan kerabat-kerabat,
kaini adakan pervaris-pewadsnya.
Dan (ika ada) orang-orang yang
berjanji setia dengan kamu beri-
kanlah kepada mereka (Qur'an Al
Karim dan Terjemalmya, PT
Karya Putra Toha, Semarang,
Masajid 'Ami bin Jusyam bin 1996, hlm.66).
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b. Adopsi (Pengangkatan ak)
Adopsi merupakan salah
satu adat bangsa Arab yang sudah
dikenal di masa Jahiliyah- Mereka
m€netap kan jalur adopsi melalui
dua cara. Pertam4 mercka men-
jadikar adopsi salah satu peng-
halang dibolehkannya menikah
dengan perempuan dari orang tua
yang mengadopsinya, haranu)ya
anal laki-laki yang diadopsi
menikahi istri orang yang meng-
adopsinya. K€dus" mereka mcrr-
jadikan adopsi sebagai salah satu
alasan pclaksanaan hukum waris.
Secara umum dapat diper-
hatikan firman Allah Q.S. An-
Nisa ayat 7, yang artinya : "Bagi
laki-laki ada bagian dari harta
peninggalan yang ditingalkan
oleh kedua orang tuanya dan
kerabat-kerabatnya. Bagi perem-
puan ada hak @agian) pula dari
han a peninggalan yang ditinggxl-
kan oleh kedua orang tuanya dan
kembat-kembatny4 baik sedikit
maupun banyak menurut bagif,n
yarg telah ditetapkan. (Qu'an Al
Karim dan Te\emalny4 lbid,
hln! 67).
Dengan demikian, maka Islam
memberi hak waris kepada mereka, baik
lakilaki maupun perempuan, baik dewasa
maupun anak-anak. Selama tidak ada
sebab yang menghalangi seseomng mcn-
dapat warisan.
Sabda Nabi Muhammad SAW :
"Sungguh, jika kamu meninggalkan ahli
warismu dalam keadaan kaya (cukup)
adalah lebih baik daripada kamu
menhggalkan mereka dalam keadaan
melarat lagi mengemis kepada oralg lain."
Demikian pula hukum waris di
lndonesia berbeda-beda lerdapat tiga
sistem hukum yang berlaku, yaitu Hukum
Islam, Hukum Perdata Barat, dan Hukum
Adat, antara lain :
1. Adanya hukum waris Islam yang
berlaku untuk segolongan penduduk
Indonesia,
2. Adanya hukum waris menuut hukum
perdata barat yang berlaku untuk
golongan penduduk yang tunduk pada
hukum perdata barat.
Adanya hukum adat yang
disana-sini berbeda tergantuog pada
daerah masing-masing yang berlaku
bagi orang-orang yang tuoduk pada
hukum adat. http://kepaniteman.
makamahagung. o. id/searchword=har
ta+warisan&ordering. (Di unduh pada
taoggal 8 des 201 l, jam 19.00 WIB)).
3. Hal ini didasarkan pada penggolongan
penduduk menurut ketentuan Pasal
l3l jo. Pasal 163 Indische
Staatsregeling, yaifi |
a. Orang-orangBelanda.
b. Orang-orang Eropa yang lain.
c. Orang-orang Jepang dan orang-
orang lain yang tidak tennasuk
dalam kelompok satu dan dua
yang tunduk pada hukum ynang
mempunyai asas-asas hukum
keluarga yang sama-
d. Orang-orang pribumi yang sah
ataupul diakui secara sah dan
keturunan lebih lanjut dad orang-
orang yang termasuk dalam ke-
lompok Eropa. (Surini Ahan
Sjarif dan Nurul Elrniyab" Hukum
Kewarisan Perdata Barut, Pe-
nerbit Kencana, Jakada" 2005,
hln! 1).
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Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal
163 Indische Staatsregeling. hukum waris
yang diatur dalam KUH Perdata berlaku
bagi orang-orang Eropa dan mereka yang
dipersamakan dengan orang-orang Ercpa
tersebut, Berdasarkan Stb. l9l7 No. 129,
hukum waris perdata berlaku bagi golong-
an timur asing Tionghoa. Kemudian ber-
dasarkan Stb. 1924 No. 557 hukum waris
dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-
orang timur asing Tionghoa dr seluruh
Indonesia. Walaupun telah ada Undang-
undang No. I Tahun 1974 (UU No. I
Tahun 1974), namun masih ada hal-hal
yang belum diatur dalam Undang-undang
t€rsebut terutaina dalarn hal harta per-
kawinan dan kewarisan sehingga melalui
ketsntuan Pasal 66 Undang-Undang
Nomor I Tahun 1974 masih tetap berlaku
ketentuan hukum yang lama. (Surini Ahlan
Sjarifdan Nurul Elmiyalu hlm, 4).
Ketentuan penutup, Pasal 66 UU
No,l Tahun 1974 ftrne''],g Pe.kawinan,
berbunyi :
Untuk perkawinan dan segala sesuatu
yang berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan atas undang-undang inl,
maka dengan berlakunya undang-
undang ini k€tentuan-ketentuan yang
diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdat4 Psraturan Perkawinan
C^mprdfan (Regeling op de gemengde
Huwelijken S. 1898 No.l58), dan
peraturan-peraturan lain yang menga-
tur tentang perkawinan sejauh telah
diatur dalam undang-undang ini.
dinyatakan tidak berlaku.
Melalui ketentuan tersebut, dapat
"Ini berarti bahwa KUH Perdata
dan lainlain undang-undang tercebut adi
masih berlaku sekedar mengenai hal-hal
yang belum diatur dalam Undang-undang
No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal
ini dipertegas dalam Surat Edaran Mah-
kamah Agung kepada para Kelua,4lakim
Pengadilan Tinggi dan KetutHakim
Pengadilan Negeii tertanggal 20 Agustus
Tahun 1975 No. M.A./Penb/0807/75,
tentang petunjuk-petunjuk pelaksanaan
UU No. I Tahun 1974 dan PP No. 9
Tahun 1975." (R. Subekti, faila,
Undang-undang Perkawinan dengan Pe-
tlyus kan H kum llaris, Keflas Ketja,
Simposium Hukum Waris, Jakarta, 1989,
hal.97).
Salah satu masalah hukum waris
yung ada di Indonesia daleh mengenai
anak luar kawir\ dimana terdapat
perbedaan-perbedaan yang mendaszu
antara hukum Islam yang berlaku bagi
Warga Negara Indonesia yang beragama
Islam dengan hukum perdata yang berlaku
bagi mereka yang tunduk atau menun-
dukkan diri kspada KUH Perdat4
lhususnya warga Negara Indonesia
keturunan Tionghoa dan Eropa.
Pasal 2 Undang-Undang No. I
Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No.
I Tahun 1974) menyebutkan :
(1) Perkawinan adalah sall apabila
dilakukan menuut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaan-
nya tu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
ditarik kesimpulan, bahwa KUH Perdata Jadi' walaupun sebuah pasangan
masih berlaku bagi Warga Negara lndo- telah melangsungkan perkawinan yang sah
nesia Keturunan Tionghoa dan Eropa. berdasarkan hukum agamanya dan hukum
Sebagaimana dinyatakan Subekti : adatnya, namun juga belum bisa disebut
sebagai perkawiran yang sah menurut
' r r r ! r ' - r r r " ' r r r ' r
i;';; h;iii"-,;'-i,"i i iiir nik.t venuntkiiipiriili"ti^ kn^ a"s'n Hukunt (Kansari) lsr
hukum positif lndonesia.
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
No. 1 Tahun l9T4,menyebutkan : Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan
ibuoya dan keluarga ibunya.
Dengan demikiar\maka hubung :m
anak temebut dengan ayalmyd dan ke-
luarganya dalam lapangan hukum keluarga
dianggap tidak ada,sehingga dalam hal ini
tidak ada hukum walis aDtara keduanya
hal ini dianut baik dalam Kompilasi
Hukum lslam maupun Kitab Undong-
undang Hukum Perdata.
Hak-hak anak juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia,sebagaimana
disebutkan dalam Pasal52, yaltv :
(1) Setiap anak berhak atas perlindungan
oleh orang tua, keluarg4masyarakat
dan Negara.
(2) Hal anal adalah hak asasi manu\ia
dan untuk kepentingan nya hak anak
itu diakui dan dilindungi oleh hukum
bahkan sejak dalam kandulgan.
Dengan latar belakang di atas
penulis mericoba mengangkat persoalan
Status Hak Waris Anak di Luar Nikah
Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan
Hukum Perdata " (studi kasus di PA dan
PN Tanjung Karang).
II. PEMBAHASAN
Petrgertian Anak di Luar Nikah dalam
Kompilasi Ilukum Islam
Anak luar kawin adalah anak yang
dilahirkan oleh seorang perempuar!
sedangkan perempuan itu tidak berada
dalam ikatan perkawinan yang sah dengan
pria yang menyetubuhinya. Sedangkan
pengertian diluar kawin adalah hubungan
seorang pria dengan seorang wanita yang
dapat melahirkan keturunar\ sedangkan
hubungan mereka tidak dalam ikatan
perkawinan yang sah menuut hukum
positif dan agarr,a yang dipeluknya.
(Abdul Manan" Aneka Masalah Hukum
Perdata Islam di Indonesia, Penerbit
Kencana, Jakarta, 2008, hal. 80).
Dari definisi yang telah dikemu-
kakan diatas, dapat dipahami bahwa anak
luar nikah adalah anak yang dilahirkan
diluar perkawinan yang sah menurut
agama. P.ra ulama telah sepakat bahwa
seorang tidak dapat dinasabkan kepada
ayahnya sebagai anak salr" kalau anak itu
dilahirkan kurang dari waktu enam bulan
sgtelah akad perkawinanJ sebab menurut
mereka tenggang waktu yang sependek-
pendeknya yang harus ada antara kelahran
anak dengan perkawinan itu adalah enam
bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir
tidak mencapai enam bulan setelah orang
tuanya akad nikalf maka anak tersebut
tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya
sebagai anak yarg sah.
Menurut H. Herusko banyak faltor
penyebab terjadinya anak luar kawin
s ro , r 4  d ' l a  auo r4 r .
a. Anak yang dilahfukan oleh seorang
wanita, tetapi wanita tersebut tidak
mempunyai katan perkawinan dengan
pria yang menyetubuhinya dan tidak
mempunyai katan perkawhan dengan
pria atau wanita lain.
b. Anak yang dilahirka[ dari seorang
wanita, kelahiran t€rsebut diketahui
dan dikehendaki oleh salah satu atau
ibu bapakny4 hanya saja salah satu
atau kedua orang tuanya itu masih
terikat dengan pelkawinan yang lain.
c. Anak yang lahir dari seorang wanit4
tetapi pria yang meng hamilinya itu
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tidak diketahui, misalnya akibat j. Anak yang lahir dai perkawinan
korban perkosaan. secara adat. tidak dilaksanakan me-
d. Anak yang lahir dari seorang wanita nuut agama dan kepercayaannya
dalam masa iddah perceraian, tetapi seda tidak didaftar di Kantor Catatan
anak yang dilahirkan itu merupakan Sipil dan Kantor Urusan Agama
hasil hubungan dengan pria yang K€camatafl. (H. Herusko, Anak di
bukal suaminya.Ada kemungkinan Luar Perkawinan, Makalah pada
arak diluar kawin ini dapat diterima Seminar Kowani, Jakarta, targgal
oleh keluarga kedua belah pihak l4Mei 1996, hal.6).
secara wajar jika wanita yang
melahirkan itu kawin dengan pria Penger-tian Anak di Luar Nikah dalarn
yang menyetubuhinya. Hukum Perdata,
e Anak yang lahir dari seorang wanita Anak di luar ntkah adalah anakyang ditinggal suami lebih dari 300
ha', anak tersebut tidak diakui l1l:.'Lll', il'11, ,0:111*1i,1" *""""''
suaminya sebasal anak yans ah. ::iY: 1T:"j'1*::i1 i'j:::1,..i:1:TnuKum peroala onamaKan natuurluKttnct,
Anak yang lahir dari seorang wanita.
padahar gama yans mereka petuk 
"l-,-]l-l'';--llj'':- -.1.::::*- 1!:i:|::rcrKawlnan acnpan rcntusunan 11uk1lmmenentukan la in .  m isa lnya  da lam ; . - , ^  
" , '_ . . , . ._  
, ,  ,
agama Katolik tidak mengenal cerai ii,Tii. r**ffi in'r"nl n,-Jlii.'"* "'-"
hidup. lelapi dilakukan juga. kemu- numlm menenenoaKr sena menun-
dian ia kawin lagi dan melahirkan
anak. Anak tersebut dranggap anak 
tut agar tidak terjadi kelahiran sebagai
luar kawin. 
akibat hubungan badan antara seorang pria
dan seorang wanita yang tidak terikat oleh
g Anak yang lahir dari seorang wanita. saru ikatan'yang dikenai sebagai lembaga
sedangkan pada mereka berlaku ke- oerkawinan. N-amun- kenvalan datam
tentuan Negara melarang mengadakan masvarakat menuniukkan bahwa adakala-
perkawinan, misalnya warga Negara nya tuntutiul kesusilaan dan hukum itu
Indonesia (wNI) dan warga Negara ridak dipenuhi oleh sebagian anggota
Asing (wNA) tidak mendapat izin masvamkat. pem benihan dan kelahiran
dari Kedutaan Besar untuk menga- 
-r]i hunuu daoat dibenarkan oleh
dakan perkawin an, karcna salah satu kesusilaan,'jika hai iru rerjadi melalui jalur
dari mereka telah mempunyai stri. y"ng su"i. b"ngun demikian sebagaimana
tetapi mereka tetap campur dan 
,ri"irr,t* diaL anak sah adalah anak
melahirkan anak tersebut. anak ini yang dilahirkan dalam perkawman yang
dinamakan juga anak luar kawin. sah.Maka seorang anak yang lahir atau
h. Anak yang dilahkkan oleh seorang dibenihkan diluar perkawinal adalah anak-
wanita, tetapi anak tersebut sama :Lnak alam atau anak lua, kcwin. Undang-
sekali tidak mengetahui kedua orang
tuanya.
i. Anak yang lahi dari perkawinan yang
tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil
dar/atau Ka[tor Urusan Agama.
undang sendiri tidak dengan tegas
mengatakan siapa yang dapat dikatakan
anak luar kawin, tetapi dari Pasal 272 BW
dapat disimpulkan bahwa anak luar karvln
. r . r r r r i r . r r r . r r r r
i;;; ir;iii.;;'h;i i iia, n*att uenun,t kiinpitisi Hukum Istan dengan Hukum. (Kan'an) 1s3
yang dapat diakui adalah anak Yang
dilahirkan seorang ibu, tetapi yang tidak
dibenihkan oleh seorang pria yang berada
dalam ikatan perkawinan yang sah dengan
ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di
dalam kelompok anak zinah dan anak-
anak sumbang.
Jadi anak luar kawin (dalam Jni
luas) sebenamya meliputi :
1) Anak zinah, adalah anak yang dilahir-
kan dari hubungan antara dua orang,
laki laki dan perempuan yarg bukan
suami isteri, dimana salah satu atau
kedua-duanya terikat dalam suatu
perkawinan dengan orang lain. Yang
perlu diingat adalah bahwa salah
seorang atau kedua-dua orang tuanya
yang mengadakan hubungan dan
menghasilkan anak tersebut ada dalam
atau masih ada d'alam ikatan
perkawinan dengan orang lain,
2) Anak sumbang, adalah anak-anak
yang dilahirkan dari hubungan antara
dua orang yang mempunyai hubung-
an darah yang dekat, sehingga antara
mereka di)arang oleh Undang-undang
untuk menikah.
3) Anak luar kawin yang lain. Yaitu
seorang anak yang lahir atau dibenih-
kan di luar perkawinan, Kansil,
Modul Hukum Perdata, Penerbit
Pradnya Paramit4 Jakarta, 1995, hlm.
140).
Namun, mengenai anak yang
dilahirkan sesudch ayahnya meninggal
atau bercerai jadi sesudah perkawinannya
putus atau di luar perkawinan orang
tuany 
 
belum tentu merupaka.n anak luar
kawin karena kalau ia dibenihkan sclarru
ibunya berada dalam perkawinan yang sah
dan dilahirkan dalam jangka waktu 300
hari sesudah putusnya perkawinan, maka
ia temasuk anak sah. Jadi yang dimaksud
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anak luar kawin dalam skipsi ini adalah
anak luar kawin dalam arti sempit.
Menurut istilah Scrolter, J. Salrio.
Hukum ll/ais, Penerbit Alumni, Bandung,
1992, hlm. 120). yaitu anak luar kawin,
diluar anak zinah dan anak sumbang yang
mempunyai hubungan hukum dengan
pewaris. J. Satio, Hukxm lyaris, Penerbit
Alurnni, Bandung, 1992, hlm. 125).
Memrut sistem yang dianut di
BW, dengan adanya keturunan diluar per-
kawinan saja belum terjadi suatu hubung-
an kekeluargaan antara anak dengan
ayaVibu yang membenihkan nya. Baru
setelah ada pengakuan (erkenning), terbit
suatu pertalian kekeluargaan dengan
segala akibat-akibatnya terutama hak
mewaris antiua anak dengan orang tua
yang mengakuinya.
Tetapi, suatu hubungan kekeluar-
gaao altara anak dan keluarga si ayah atau
ibu yang mengakuinya belum juga ada-
Hubungan itu hanya dapat diletakkan
dengan pengesahan anak (weltiging),yutg
merupakan suatu langkah lebih lanjut
daripada pengakuan. Perlu diingat,
Undang-undang tidak membolehkan peng
akuan terhadap anak-anak zinah dan
sumbang. (R. Subekti, Kaitan Undang-
undang Perkawinan dengan Penyusunan
Hukum llaris, Kedas Kerja, Simposium
Hukum Waris, Jakart4 1989, hlrn. 50).
jadi, dalam hal pengakuan anak
lual kawin dikat€goikan dalam dua
bagian,yaitu:
1) Tidak boleh diakui, yaitu anak-a.nak
yang lahir dari :
a) Hubungan perzinaan, disebut de-
r.gar^ atak-anak zinah (adultery)
b) Hubungan sumbang atau ircesl
disebut anak-anak sumbang.
2) Boleh diakui, yaitu :
a) Kalau diakui disebut anak-anak
alami yang diakri sah (erkend
kinderen). Anak-anok yang diakui
ini boleh pula disahkan
(gevettig{.
b) Kalau tidak diakui disebut anak-
anak alami yang tidak diakui sah
(notuurlik niet erke d kinderen).
(R. Subekti, Kaitan Undang-
undang Perka\ainan dengan Pe-
n)wsunai Hukum Waris, Keftas
Kerja Simposium Hukum waris.
Jakarta, 1989, hlrn. 52).
masyarakat, malah selalu diperlakukan
diluar perikemanusiaan, sehingga atibat
kelahirannya yang demikian, dianggap
bahwa amal ibadah yang dikerjakannya
tidak diterima. Berafii mereka sudah lupa
terhadap hukum Islam, karena jelas sudah
dikatakan bahwa setiap anak yang
dilahirkan adalah suci/bersih dari dos4
baik yang dilahirkan dari perkawinan
yang sah dan diluar perkawinan yang salq
karena anak yang dilahirkan itu tidak
tergantung atau bertanggung jawab atas
dosa ibu bapaknya.
Oleh karena itu, seorang anak yang
Jadi, kalau ditinjau menurut hukum lahir dengan akad nikah yang sah tidaklah
perdata yang tercantum dalam 3W, kita pasti anak itu menjadi orang yang baik,
akan melihat adanya tingkatan status begitu.juga dengan anak yang lahir diluar
hukum dari anak luar kawin. kawin tidaklah pasti menjadi orang yang
1) Amk diluar perkawinan, anak ini be- jahat, hal itu tergantung kepada hasil
lum diakui oleh kedua ibu bapaknya. didikan dan lingkungannya. Kalau ling-
2) Anak diluar perkawinan yang telah kungan itu baik, maka tidak mustahil anak
diakui salah satu atau kedua omng tersebut menjadi orang mukmin yang
tuanya. saleh. Sebaliknya, anak yang lahir dalam
3) Ana'k diluar perkawinan itu menjadi perkawinan yang sal\ tidak jarang pula
anak sal! sebagai akibat kedua orang menjadi anak yang tidak menuruti ajaran
tuanya melangsung kan perkawinan agama, bisa jadi pula menjadi penjahat,
yang sah. (Soedharyo Soimin, Hukum disebabkan oleh kuangnya pendidikan
Orang dan Keluarga, Perspektif Hu- dan lingkungan pergaulan yang kurang
kum Perdata Barat BW, Hukum Islam baik. Anak diluar karvin tidak dapat
dan hukum Adat, Penerbit Sinar disalahkan, tetapi yang salah adalah ibu
Grafik4 Jakana, hlm.4). bapaknya yang bertanggung jawab
dihadapan Tuhan lanti atas perbuatan
Status Anak di Luar Nikah dalom yang terkutuk itu, sedangkan anak tenebut
Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda kedudukannya seperti anak
' Persoalan anak luar kaw jr memang yang sah dalam -hubungan terutama
selalu menimbulkan problema dala; ketakwaan, terhadap 
Tuhan Demikian juga
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dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu *"- -1""1T,1:illenean nrman .Attatr
cepat memberikan vonis terhadap anik SWI d;; ;iA*,an'surer Al_Hujuratyang lahir diluar kawin sebagai sampah 
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".. . Sesungguhnya orang yang paling mulia
disisi Allah ialah yarg paling beftakwa
kepada Allah...."
Dengan mempehatikan ayat dialas,
maka bila terhadap seseorang anak
dikatakan "engkau anak zina" atau yang
seumpamanya, itu berarti suatu
penghinaan terhadap anak itu sendiri
sebagai seorang pribadi yang tidak
seharusnya bertanggung jawab terhadap
dosa orang lain, walaupun orang tersebut
ibu bapaknya secara lahir. Sebagaimana
frrrran Allah dalam Al-Qur'an surat Al-
An'am ayat 164, yang artinya :"...Dan
seseoraDg yang berdosa tidak me mikul
dosa orang lain..."
Status Anak di Luar Nikah dalam
Hukum Perdrta
Pengakuan anak yaitu suatu
pemyataan yang dilalarkan oleh ses€orang
dalam bentuk yang ditetapkan oleh
Undang-undang, bahrra yang membuat
pemyataan itu adalah ayah atau ibu dari
seorang anak yang lahir diluar perkawinan.
Tetapi suatu hubungan kekeluargaan
antara anak dan keluarga si ayah atau ibu
yang mengakuinya belum juga ada.
Hubungan itu hanya dapat diletakkan
dmgan pengeschen anak (wertiging).
Pengesahan adaldh suatu lembaga hukum
yang jika dipelgunakan akan mengakibar-
kan anak luar kawin naik statusnya
menjadi sama dengan anak sah (gevettigd
kindl.
Ketentuan mengenai pengesah an
ini diatur dalam Pasal 272 sampai dengan
Pasal 279 BW. Pengesahan dapat dilaku,
kan melalui:
Pengesahan menurut Pasal 271
tedadi dengan dilangsungkannya per-
kawinan dari orang tua anak itu, asal saja
anak itu diakui oleh moreka :
l Sebelum perkawinan dilangsungkan
alau,
2. Pada saat perkawinan dilangsung kan
(dengan akte perkawinan).
Dan Pasal 5 UU No. 12 Tahun
2006, yang menyatakan :
(l) Anak dari Warga Negara Indonesia
yang lahir diluar perkawinan yang
saL belum berusia l8 (delapan belas)
tahun dan belum kawin diakui secara
sah oleh ayahnyc yang ber kewarga-
negaraan asing tetap dial!:ui sebagai
Warga Negan Indonesia.
(2) Anak Warga Negara Indonesia yang
belum berusia 5 (lima) tahun diangkat
secara sah sebagai anak oleh Warga
Negara Asing berdasarkan pe[etapan
pengadilan tetap diakui sebagai Warga
Negara Indonesia.
Status IIak Waris Anak di Luar Nikah
dalam Kompilasi Hukum Islam dan
Hukum Perdata
Berdasarkan hasil wawancaJa yang
dilakukan oleh penulis dengat Ibu Asma
Zainuri selaku Hakim Pengadilan Agama
Kelas l.A Tanjung Karang. Pengertian
anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum
Islam adalah anak yang dilahirkan oleh
seorang perempuaq sedangkar perempuan
itu tidak berada dalam ikatan perkawinan
yang sah dengan pria yang melyetubuhi-
nya.
Merujuk pada pengertian anak luar
nikah dalam hukum islam yaitu :
a) Anak yang dilahirkan sebagai akibat
zina ghairu muhson disebut anak di
luar kawin. Zina ghairu muhson yaitu
zina yang dilakukan oleh omng yang
belum pemah menikah, mereka
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berstatus perjaka atau pelawan.
Hukum Islam tidak menganggap
bahwa zina ghairu muhson sebagai
perbuatan biasa, melainkan tetap
dianggap sebagai pobuatan zina yang
harus dikenakan hukuman. Hanya saja
hukuman itu kuantitasnya berbeda,
bagi pezina muhson dirajam sampai
mati sedangkan yang ghairu muhson
dicambuk sebanyak 100 kali.
b) Anak mula'nal1 yaitu anak yang
dilahirkan dari seomng wanita yang
di-li'an suaminya. Kedudukan anak
mula'nah ini hukumnya sama saja
dorgan anak zina, ia tidak mengikuti
nasab suami ibunya yang me-li'an,
tetapi mengikuti nasab ibu yang
melahirkannya, kgtentuan ini berlaLu
juga terhadap hukum kewarisan,
perkawinan, dan lainJain.
c) Anak slubhat, kedudukannya tidak
ada hubungan nasab dengan laki-laki
yang menggauli ibuny4 kecuali kalau
laki-laki itu mengakuinya.
Hukum Islam membedakan
syubhat kepada dua b€ntuk, yaitu :
1) Anak syubhat yang dilahirkan
dad spbhat perbuatan.
Adalah hubungan seksual
yang dilal(ukan karena suatu
kesalahaq misalnya salah kamar,
suami m€nyangka yang tidur di
kamar A adalah istrinya" temyata
adalah ipamya atau wanita lam.
Demikian pula istrinya me nyang-
ka yang datang ke kamamya
menyebabkan hamil serta me-
lahirkan anak luar kawin.
1. Anak slubhat hukum.
Yaitu anak yang dilahir-
seorang laki-laki menikahi se-
oreng wanitA kemudian diketahui
wanita yang dinikahi tersebut
adalah adik kandungnya sendiri
atau saudara sepersusuan yang
haram dinikahi. Dalam slubhat
hukur4 setelah diketahui adanya
kekeliruan itu, maka iste nya
haruslah diceraikan, karena me-
rupakan wanita yang haram
dinikahi dalam Islam.
Sedangkan yang dimaksud anak
Iuar rikah menurut Hukum Pedata adalah
seorang anak yang lahir atau dibenihkan di
Iuar perkawinan
Jadi anak luar kawin (dalam arti
luas) sebenamya meliputi :
a) Anak zina\ adalah anak yang
dilahirkan dari hubungan antara dua
orang, laki-laki dan perempuan yang
bukan suami isteri, dimana salah satu
atau kedua-duanya terikat dalam suatu
perkawinan dengan orang laio. Yang
perlu diingat adalah bahwa salah
seorang atau kedua-dua orang tuanya
yang mengadakan hubungan dan
menghasilkan anak tersebut ada dalam
atau masih ada dalam ikatan per-
kawinan dengan orang lain.
b) Anak sumbang, adalah anak-aoak
yang dilahirkan dari hubungan antam
dua orang yang mempunyai hubungan
darah yang dekat, sehingga antara
mereka dilarang oleh Undang-undang
untuk menikah.
Selanjutnya dapat di simpdkan
adalah sama yaitu dilahirkar dari dua
orang yang masing-masing tidak terikat
pemikah an.Tetapi dalam Hukum Perdat4
anak diluar nikah diluar Baru dengan
adalah suaminya, kemudian ter- pengertian anak luar nikah dalam Kom-
jadilah hubungan seksual dan pilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata
kan dari suatu akad, misalnya adanya pengakuan maka anak telsebut
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dapat mewaris dari kedua orang tua yang
mengakuinya itu.
Selanjutnya bapak Moch Ali, me-
ngatakan anak t-rar nikah tidak mendapat
harta warisan dari orang yang membenih-
kannya, dalam Hukum Perdata BW baru
dapat mewaris dari ayah dan ibunya
setelah dilakukan pengakuan, jlka belum
ada pengakuan dari orang tua yang
membenihkannya maka tidak ada saling
mewaris antara keduanya.
Sedangkan menurut ibu Asma
Zianuri dalam Kompilasi Hukum lslam,
anak luar kawin hanya mendapat ha(a
warisan dari ibunya dan keluarga ibunya
saja karena anak tersebut dinasabtan
kepada ibunya dan keluarga iburya.
Perbandingan Status IIak Waris Anak
Luar Nikah antara Kompilasi Hukum
Islam dengan llukum Perdata
l. Status Hak Waris Atrak Luar
Kawin dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI)
Seperti yang di katakana ibu
Asma Zainuri, anak di luar nikah atau
anak zina, baik lelaki ataupun percm-
puar\ tidak diakui hubungan darah
dengan ayahnya, maka dia tidak
mewarisi ayahnya dan tidak pula
seseorang kerabat ayahnya. sebagai-
meninggalkan ayah dan ibunya yang
tidak diakui agama, maka semua harta
peninggalannya untuk ibunya dengan
jalan flrdlu dan dengan jalan radd.
Dan jikalau dia meninggal
dengan meninggalkan seorang ibu,
saudara laki-laki seibu dan saudara
lelaki dari ayahnya yang tidak diakui
agama, maka semua harta peninggalan
adalah untuk ibunya dan saudara seibu
dengan jalan fardlu dan radd. Apabila
ibunya meninggal, atau meoinggal
salah seorang kerabat ibu, maka anak
tersebut itu menerima pusaka dari
ibunya dan kerabat-kerabat ibunya.
Adapun cara-cara dan keten-
tuan-ketentuan dalam mempusakai
sebagai berikut :
(l) Jika si pewaris hanya meninggal-
kan seorang atau be bempa orang
anak laki-laki saj4 maka anak
laki-laki mewarisi seluruh hana
peninggalannya secara ta'shib.
(2) Jika si pewaris meninggalkan
seorang atau beberapa orang anak
laki-laki dan tidak meninggalkan
anak perempuan seorang pu4
tetapi meriinggalkan juga ahli
waris ashhabul-furudtq maka
anak laki-laki tersebut mendapat
sisa setelah diambil oleh para ahli
waris ashhabul-furudh.
mana ayahnya tidak mewarisi nya. (3) Jika si pewaris meninggalkan
Lantaran tak ada sebab saling anak laki:laki dan anak'ferem-
mempusakai antara keduanya, yaitu puan atau meninggalkan anak
hubungan darah. hki-laki, anak percmpuan dan
Karena anak zina itu diakui ahli waris astrhabul furudrL maka
hubungan darahnya dengan ibunya, seluruh harta peninggalan atau
maka dia mewarisi ibunya, sebagai- sisa hana peninirsa-lan setelah
mana dia mewarisi kerabat-kerabat diambil oleh i-hhabuf_fiuudh
ibunya, demikian pula sebaliknya. dibagi berdua, dengan Ketertuan
Maka, apabila meninggal seorang alrJt*i_tuti'-"niupat dua kali
anak yang diakui agama, dengan lipat bagian anak perernpuan.
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2. Status Hrk Waris Anak Luar Nikah
dalam Hukum Perdata BW
Menurut bapak Moch Ali di
dalam hukum perdat4 anak di luar
nikah yang mendapat warisan
hanyalah anak luar nikah yang diakur,
jika ia tidak diakui oleh perempuan
maupun laki-laki yang membenihkan-
nya, maka tidak ada hubungan hukum
khususnya hak wads baginya.
Besamya porsi anak luar
kawin yang diakui diatur pada Pasal
863 BW, sebagai be kut :
"Jika yang meninggal meninggal-
kan keturunan yang sah atau
s€orang suami isteri, maka anak-
anak luar kawin mewaris l/3 darr
bagian yang mereka sedianya
harus mendapatnya andai kata
mereka anak-anak yang sah".
Jika si meninggal tak mening-
galkan keturunan maupul suami atau
isteri akan tetapi meninggalkan
keluarga sedarah dalarn garis keatas
ataupun saudora laki-loki dan perem-
puan atau ketuunan merek4 maka
mereka mewads % dari warisan, Jika
hanya ada sanak saudara dalam
derajat yang lebihjauL % .
Jika para waris yang sah
dengan si meninggal bertalian keluar-
ga dalam lain-lain perderajatan, maka
si yang terdekat derajatnya terhadap
mereka dalam garis yang lain,
menentukan besamya bagian yang
harus diberikan kepada anak luar
kawin.
Perlu diingat bahwa hubungan
hukum antara anak luar kawin dengan
ayah,/ibu yang mengakuinya sangat
terbatas, artinya tidak sampai meliputi
hubungan hukum dengan
keluarga yang lain.
anggota
Bagi anggota keluarga yang
lain si anak luar kalvin adalah orang
lain karenanya ia tidak mempunyai
hak waris atas warisan keluarga
sedarah ayatr,/ibu yang mengakui
(Pasal 872 BW). Terhadap asas ini
ada pengecualiamya, yaitu dalam hal
anggota keluarga sedarah sah dari
ayaVibu yang mengakuinya, me
ninggal tanpa mednggalkan sanak
saudara dalam derajat yang masih
memberikan hak kepada mereka untuk
mewaris dan juga tidak meninggalkan
suami/isteri maka anak luar nikah
mendahului Negara, berhak untuk
menarik seluruh warisan mereka
(Pasal 873 BW).
Ada kemungkinan terjadi
pewaris tidak meninggalkan ahli waris
lain selain anak luar kawin. Dalam hal
demikian anak luar kawin, yang
diakui oleh pewaris secara sah
mewads seluruh warisan vide Pasal
865 BW.
Dalam menghitung hak bagian
anak luar karvin atas warisan, Hukum
Perdata memperbolehkan adanya
penggantian tempat bagi keturunan
anak luar kawin. Seandainya seorang
anak luar kawin, yang sedianya
berhak untuk newaris, meninggol
lebih dahulu dari pada pewaris dengan
meninggalkan keturunan yang sah,
maka sekalian keturunan anak luar
kawin berhak menggantikan tempat
orang, yang sedianya akan mewafis
seandainya i masih ada.
Menurut bapak Moch Ali
dalam hal ini adalah bahwa ketuunan
anak luar kawin, adalah hanya
keturunan sahnya. Anaknya luar
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kawin dari anak luar kawin sekalipun
diakui sah oleh orang tuanya, tidak
mempunyai hak untuk menggant ikan
tempat, karena prinsipnya pengakuan
hanya menimbulkan hubungan hukum
antara o(mg yang mengakui dan anak
yang diakui saja.
Sedangkan terhadap peng
akuan yang dilakukan separjang
perkawinan, tidak boleh merugikar
isteri/suami dan anak-anak dengan
siapa ia terikat perkawinan sehingga
anak luar kawin tidak me[dapatkan
bagial warisar dari orang tua yang
mengakuinya sepanjang perkawinan.
Tetapi jika hubungan kekeluar-
gaafl antara anak dan keluarga si ayah
atau ibu yang mengakuinya belum
juga ada. Hubungan itu hanya dapat
diletakkan dengan pgngesahan anak
(\rettiging). Pengesahan adalah suatu
lembaga hukum yang jika diperguna-
kan akan mengakibatkan anak diaL-ui
atau anak luar kawin naik statusnya
menjadi sama dengan anak sah
(8et@ttigd kinA. Ketentuan mengenai
pengesahan i i diatur dalam Pasal 272
sampai dengan Pasal 279 BW.
Pengesahan dapat dilakukan melalui 2
jalan, yaitu :
a. Pengesahan menurut Pasal 271
terjadi dengan dilangsungkannya
perkawinan dari orang tua anak
itu, asal saja anak itu dialui oleh
mereka :
1) Sebelum perkawinan di lang-
sungkan atau,
2) Pada saat perkawinan di
langsungkan (dengan akte
perkawinan).
(brieven ran ,,eetteging), jalan nl
dapat ditempuh jikalau orang tua
tidak memenuhi persyaratan yang
disebut dalam pasal 212, yakni
anak harus diakui dan disusul
dengan perkawinan oftng tuanya.
Prosedur yang harus ditempuh
adalah :
1) Oralg tua anak itu memang
melangsungkan pelkawi[ar\
tapi lupa atau lalai mengakui
arak itu sebelum atau pada
saat perkawinan. Agar anak
itu mempunyai status anak
yang disahkan, maka kelupa-
an melakukan pengakuan itu
dapat dipe$aiki dengan me-
minta surat pengesahan.
(Pasal 274 BW)
2) Anak itu telah diakui oleh
orang tuanya, namun olarlg
tuanya tidak jadi kawn
meskipun telah merencana-
kan kawin berhubung salah
seorang dari mereka mening-
gal dunia sebelum perkawin-
an itu d ilangsungkan. Surat
pengesahan diatas dapat di-
mohonkan kepada Presiderl
yang mana dibe kan setelah
mendengar nasehar dari Mah-
kamah Agung dan permrn-
taan pengesahan itu diumum-
kan dalam Bedta Negam.
Pengakuan yang dilalcukan seorang
ayah menurut pasal 284 BW haruslah
dengan persetujuan si ibu selama ibu
masih hidup. Ini sebagai jaminan bahwa
ayah itu betul ayah yang membenihkan
anaknya. Yang boleh melakukan penga-
b. Jalan kedua untuk pengesalur kuan ialah laki-laki yang membenihkan
ialah dengan memohon dari yang anak dan ibu dad si anak itu sendii, jadi
berwajib 'hurat pengesahan" tidak ada pengakuan oleh orang lain
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terhadap anak yang bukan dari benih
rahim seorang wanita. Prinsip ini disebab-
kan bahwa yang menjadi ahli waris yang
sah menurut Undang-undang hanyalah
terhadap mereka yang mempunyai
hubungan darah.
Pengakuan anak luar kawin
berdasarkan Pasal 281 BW dapat tedadi
dengan menempuh 4 jalaq yaitu :
a. Dangan segala jenis akte otentik.
Maksud ialah bahwa pengakuan itu
boleh dilakukan bukan hanya dengan
satu akte notaris yang ishya satu-
satunya adalah pengakuan anak, boleh
dilaktrkan dengan akte notaris yang
menyangkut perbuatan hukum lainnya
disamping pengakuan, bahkan penga-
kuan itu hanya merupakan tambahan
saja dalam akte tersebut. Misalnya
dalam akte otentik laiffrya seperti akte
jual beli yang dibuat orang tuanya
dihadapan notaris, dan alde-akte
otentik lainnya. Perlu diingat, penga-
kuan yang dicantumkan pada akta
wasiat tidak dapat dibatalkan atau
dicabut sebagaimana dengan isi surat
wasiat.
b. Pada akte kelahiran.
c. Pengakuan dilaL:ukan Pada saat
pembuatan akte perkawinan dad laki-
laki dan perempuan yang membenih-
kanny4 yang berarti anak itu sekalF
gus pada saat itu telah disahkan
(gewetigd).
d. Dengan ak:te khusus yang berisikan
pengakuan anak yang dibuat oleh
Pegawai Kantor Catatan Sipil.
Namun. terdapat perbedaan prinsip
antara keduany4 di dalam Kompilasi
Hukum Islar4 sang anak hanya mem-
punyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya, sedangkan dalam
saja tidak mempunyai hubungan dengan
keduanya, karena anak tersebut baru
mempunyai hubungan hukum setelah
diakui baik oleh laki-laki ataupun
perempuan yang membenihkannya.
III. PENUiUP
Status hak waris anak luar kawin
dalam Kompilasi Hukum Islam dan
l{ukum Perdata.
a. Status hak waris anak luar kawin yang
terdapat dalam Kompilasi Hukum
Islam adalah bahwa anak tersebut
hanya berhak mewaris dari ibunya dan
keluarga ibunya demikian juga
sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah
biologisnya anak tersebut sama sekali
tidak ada hubungan hukum sehingga
Iidal( menimbulkan hubungan saling
mewarisi.
Sebagairnana tertualg dalam
Pasal 43 UU No.l Tahun l974,yang
berbunyi :
(l) Anak yang dilahirkan diluar
perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1)
di atas selanjutnya akan diatur
dalam Peraturan Pemerintah."
Mengenai besarnya baglan
warisan adalah mengacu terhadaP
ketentuan waris yang terdapat dalam
hukum Islam.
b. Status hak waris anak luar kawin yang
terdapat dalam hukum Perdata baru
timbul setelah adanya pengakuan dari
laki-laki atau petempuan yang mem-
benihkarurya, sedangkan dengan ke-
luarga ayah dan ibu Yang menga-
kuinya baru timbul setelah adanya
Hukum Perdata BW, anak tersebut bisa pengesahan'
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Namun, pengakuan yang dilakukan
sepanjang perkawinan tidaklah menimbul-
kan hak waris terhadap anak tersebut
sepanjang ia memiliki keturunan yang sah
dari perkawinannya tersebut. Sedangkan,
mengenai besamya bagiannya adalah telah
di(entukan porsinya sesuai dengan siapa ia
bersama-sama mewaris, yaitu sebagaimana
diatur pada Pasal 863 BW.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Abdul Manarr, Aneka Masalah Hukum
Penluta Islam di Indonc.tia,
Penerbit Kencana, Jakart4 2008
J. Satio, Hukum lzalrs, Penerbit Alumni,
Bandung, 1992
Kansil,Morlul Hukum Perdota, Penerbit
Pradnya Paramita, Jakada, 1995
Muhammad Yusuf Musa, At-Tirkah vul-
Mirats 
./i I'IJs lam, Darul-Ma'rifa\
Kairo, T.T., dalam Fatchur
Rahman, 2002
R. Subekti, Kaitan Ukdahg-unddng Per-
kawi an dehgan Penyusunan IIu-
bum llaris, Kerfas Keda, Simpo-
sium Hukum Waris, Badan Pen-
binaan Hukum Nasional Depar-
temen Kehakiman, Jakarta, 1989
Soedharyo Soimn, Hukum Orang dan
Keluarga, Perspekti,f Hukum Per-
data Barat BWHukum Islam dan
hokun Adat, Penerbit Sinar
Graflka, Jakarta, 2000
Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah
Hukum Kewarisan Peldata Barut,
Penerbit Kencarr4 Jakart4 2005
Undang-Undang
Lainnya
dan Peraturan
Departemen Agarna RI, 1996, Al Qur'an
Al Karim dan Terjemahnya, Sema-
rarg : PT Karya Putra Toha.
Kitab Undang-undang HUL-um Perdata
UU No. I Tahun 1974 Tentang Perka-
winan
UU No. 4 Tahun 1979 Tcntang Kes€jah-
teraan Anak
Kompilasi Hukum Islam yang pember-
lakuaDnya berdasarkan Instruksi
Presiden No. I Tahun 1991
UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama
Sumber Lain
Qur'an Al Karim dan Terjenahnya, PT
Karya Putra Toha, Semarang, 1996
H. Herusko, Anak di Luar Perkawinan,
MaAalah pala Seminar Kowani-
Jakarta, tanggal 14Mei 1996,
http;//kepaniteraa. rukamahagung. go. id/se
archword harta , warisan&ordcring
http://Abdul Hakim bin Amir Abdat,
www.alrnadraj.
162 PM\AT4IIUKUM yal |n? -  Nano"; JuL)At2
